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e. melakukan penviapan

kabupaten/koia;
- tErVeTIsd lj.—_:ETii * 3
] ar panga:

f melakukan penviapan
penyiapan Dahan penyvusunan dan analisis sistem kewaspa

dan gizi;
nviapan data dan informasi kerentanan dan ketshanan

h. melakukan peny
pangan kabupaten /kota:
melakukan penyviapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan
dan penanganan kerawanan pangan:
J. melakukan penviapan bahan pemantauan. evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan

pangan; dan
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dens

tugasnva.

1punval fungsa:

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, men
{".E.I";

a. nviapan jaksanaan koordinasi di bidang konsumsi paneat
A £ . £

keamanan pangan;
D. penyviapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

konsumsi pangan dan keamanan pangan.
¢. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan

L

keamanan pangan;




evilunsi, supervist dan pelaporon

menviapkan Babhan peivianio i
Kematan o) dang ketersedinnn pangan, penyediaan infrastrakiug

pangan, dan sumber dova ketahanan pangan lainnya; dan
melakukan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Buidang sesuai dengan

J
USRSV A

3.2 Kepala Seksi Distribusi Pangan, mempunyal fungsi:
melakukan penviapan bahan koordinasi di dang distribusi dan harga

s |

pangan;

melakukan penyiapan bahanan alisis di bidang distribusi dan harga
pangan

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

c.
kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan

d.
distribusi pangan;

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan progrnosa Neraca pangan,

g, melakukan penviapan pengumpulan data harga pangan di tingkat
produsen dan konsumen untuk panel harga;

h., melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan
harga pangan; dan

. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan

J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.
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Penviapan pormaninpan program i bdang ketersediaan pangan dan

distribas pargan

¥ Pelaksanann pemaniaan evaluns) dan pelaporan kegiatan it Bdlang

kerersedinan pangan dan distnbuas) pangan cliun
o Pelaksarnaan tuess lam vang dibenkan oleh hepaln Dinas sesuni dengan
tuges dan lungsiova

Dalam pelaksanaan tugasnyva Bidang ketersediaan dan Distnbusi Panpoan

dibantu ofeh tga scksi dengan uraan fungs: masing masing adalah sebaga
benkur
3.1 Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, micmipuny i fungsi
a. Melakukan penyviapan bahan keordinasi di bidang ketersedhaan
pargan, penvediaan infrastruktur pangan, dan sumber dava ketahanan

pangan lamnva:
b. Melakukan penyiapan bahan koordmasi ketersediaan pangan dalam

rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan
pangan, penvediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan
pangan lainnva:

d. Melakukan penviapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastrukuur
pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

e. menviapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan

Makanan (NBM};

menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan
Harapan [PPH) ketersediaan pangan;

melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi

ketersediaan pangan;
melakukan penyviapan bahanpen dampingan di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan

pangan lainnya;
13
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2.2 Sub baginn Perencanaan dan Keuaogoamn, oemipiins el fugs
W Mengkoordinasikan pemvidsdnoan Rencann Strategies (Renstra), Indilkator
Kirsesd Utarma (KLU, Rencana Kegn Toahunan (RaT), Rencann Keglatnn

dan Angearan ([FKA) dan Dakumen Pelaksanaan Anpggiaran |DPAY
b Membumt Pegangian Kinera Bidang- ndang;
 Melnkssnkan Pengelolasn Admiinistrasi Keuangan:
. Mengkoordinasilan Pemyusunan, Rencana Anggaran Kas Kegiatan O
LTS
# Menyviapksan bahan penerimsan, pembavaran dan  penpgeluaran
anggaran belanja Dinas;
f Melaksanakan administrasi pemungutan, penvetoran dan pelaporan
pajak-pajalk;
g Melaksnakan verifikasi kelengkapan administrasi kenangan Dinas,
h. Melaksanaikan akuniansi keuanganDinas;
i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluarankeuangan;
j. Melaksanakan pengawasan administrasi perbendaharawanan lTingkup
Dinas;
k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan Dinas,
l. Mengkoordinasikan penvusunan Lapoaran Fenyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD|, Laporan Keterangan Pertanggung .Jawaban
(LKPJ] Dinas;
m. Mengkoordinasikan penvusunan Laporan Akuntabilitas Kinena

Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.
2 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan

distribusi pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
ketersediaan pangan dan distnibusi pangan;

¢. Penviapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan

distribusi pangan;
12
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Urenian Llgas dinrt maasing masing ansir dadam strakiug organisas: Dimas

visvas hetahanan Pangan, adalab sebaga berilend

Sckretarint Dinas Ketahanan Pangan, nicinpunyi [ingsi:

|
Koordinas: penyvusinan rencana, PImgram, angegaran i bidang di

il
Indang ketahanan pangan,

b pembinaan dan pemberian dukungan adminisirasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

L
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barangmilik/kekayaan negara, dan
pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

rugas dan fungsmyva
Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat dibantu oleh dua sub bagian

dengan penjabaran fungsi masing-masing sebagai bernkut:

2.1 Sub bagianUmum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:
Melakukan pengelolaan dan pelayanan Administrasi umum/urusan

.
tata usaha;

h. Melaksanakan Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan protokol;
Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan /asset;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiaan; dan

e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugasnya.
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13, Bidaong kewertamgan
Penjabiaran dincian Dugans pokok dan fong=sr organisnst Dinas ketabanan

wngan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli

Sajptan Nombr 96 Tahun 2006 teotang Uratan Tagns Ban Fungsi Serta Tata
Ll

Keria Dinas Ketshanan Pangan Daetah kabupaten Tapanull Selatan
Perbup disebutkan bahwa tugas pokok Dinng Ketnhanan Pangan Kabupaten

Tapnnul Selatan adalah melaksanakan urusan Pemenntahan Daerah di ndang

ketahanan pangan.
tugas pokok tersebutr, Dinas hetahanan Pangan

Berkaman  dengan
Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyal fungsi, yvakni

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan  pangan, distribusi  pangan, cadangan  pangan,
peniganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:

. Pelaksanaan kebjjakan daerah di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan  pangan, distribusi  pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

infrastruktur dan pendukung di bidang

¢. Koordinasi penvediaan
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
. Peningkatan kualitas sumber dava manusia di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan di

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
konsumsi dan keamanan

cadangan pangan, penganekaragaman
pangan;

Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinva.

10




senteri [alipm Negeri Mool fid Tahun 013 e
haaanis Akrual pada Pemerint

i

ritaig Penerspan
ah Daerah

pi 2013 Nomor 1425)
5 Tahun

Rabupaten

Prrmiiaildn
Akuntaiis Pemepintabhan e
20

Mparilan

gy i Nt Rep bk [ndonesia Tahu
Tapanull Selatan Nomot
Daerah

irmisiian  Daerah Kabupaten
entang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembarn
Tapaniil Selalan Tahiiny 2020 Nomaor 107, Tambahan Lembaran Dnerah
apanult Selatan Namaot Ja);
Permturan Daerah  habupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
elah  diubah

wntang  Pembentukon Perangkint Dacrah, sebagaimana
bebeinpi Kall terukhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019

sentang Perubaban Atas Pernturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Fahun 20186 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan

Knbuparen |

Noror o
Daerah Kabupaten Tapanuli
Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 301
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
patan dan Belanja Daerah Tahun An
paten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 309,

7 Tahun 2020
gearan 2021

rentang Anggaran Penda
tan Tahun 2019

(Lembaran Daerah Kabu
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Sela

Nomor 32);

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kena
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 639);
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata
Penatausahaan,

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan E‘antu_an Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 828j;
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DASAR HUALM
Undang-Undang Daruraf NomT rahun 1956 tentang Pembentublon
pacrah Otonem Kabupaten Rabupaten ditam Linghkungan Dacrah Propins
Sumartera Utara (Lembaran Negara Repubhk Indonesu Fahun 1950 Nomod
38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 1002)

17 Tahun 2003 twentang Keuangan Negarn
Fambahan

Undang-Undang Noemor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806),;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7. Tambahan Lembarmn Negari

Republik Indonesia Nomor 5493):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhur dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Takun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik

——— . .. N

Indonesia Nomor 6573]:
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
Peraruran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pembenian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran

Peﬂdapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang

bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanj !
. ber : ja Daerah (Berita Negara
'Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); a*



15 Peraturan Bupat Tapanull Selatan Nomor Gy

Tl 200 Teiiargg
Pergabaran Angearan Pendapmtan dan Belnoga Diaeraly Kb piter Tl

Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Topuoull Selatamn
Tahun 2020 Nomor 969) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbin
dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomon 3 Tahun 2021 entang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan
kabupaten Tapanuli

dan Belanja
Selatan Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 986);

19. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/06 15/ KPTS /2020
tentang Penetapan Pengguna Anggaran di  Lingkungan
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021

20, Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/616/KPTS /2020
tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021,

Baerah

(Berita Daesrah

Femerintah

1y
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PENDAHULUAN

J

A, Latar Belakang
Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanull Selatan dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahumn 2016 tentang

hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: seria Tata Kerja Peranghkat
crupakan

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Ketahanan Pangan m
salah satu perangkat daerah (PD} di Tapanuli Selatan yang mempunyal tugas
pokok membantu Bupat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

Pangan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang professional seria
memahami tugas dan fungsinyva, diperlukan keterpaduan langkah dan
koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efekuf,
stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur
indicator pertanggungjawaban setiap penvelenggara negara dan pemerintah.
Sesuai dengan peraturan Mentri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mengamanatkan Kewapban Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKJIF) sebagal laporan vang
kepemerintahan untuk

kewajiban pelaporan pelaksanaan
mis

merupakan
mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan
organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan
melalui laporan pertanggungjawaban secara perniodic setiap akhir tahun
anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah
sebagal unsure penyelenggara Negara untuk mempertanggungiawabkan
pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber
daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan

strategis yang ditetapkan.







Pervusiinan Lapomn Kineoa nstans Femr

Finraty [LKJIP Tahun 2021
Ninas Aetahanan
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sehagmi trnmm

ditetaphan
perpanjLwEn kinena tahun 2021

dalam dokumen
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Maksud Dan Twuan

Sesuai dengan peraturan Mentn Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nemor 53 Tahun 2014 tentang

Perunjuk Teknis Perjanjian Kmerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laperan Kinerja Instansi Pemermntah Mengamanatkan Kewajiban Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Penyvusunan Laporan kinerja. Dengan demikian maka
penyusunan LKJIP ini dimaksudkan sebagai instriumen / alat, dalam pelaporan
hasil pelaksanaan kegiatan vang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan
target vang telah ditentukan olehsetiap OPD guna mengetahui capaian kinerja
dari masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai
oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas serta reformas i1birokrasi

Disamping itu, LKJIP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari
segi aspeknyva memiliki maksud dan tujuan sebagai benkut:

a) Sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah
dilakukan selama 1

(satu] tahun, esensi capaian kinerja vang

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah
dilaksanakan.

b} Sebagal sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di

masa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan
secaraber kelanjutan.

¢) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaantugas dan
fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang ketahanan
pangan.
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mwerhia  konirol, boster dan slat  wkus prritlamn  kualitas kinena antuk
mes judikan tata pemenniaban vang ek good givertuance)

Lntuk melaksannkan kebijakan program dan keguitan dalam mend STEGT
tijuan/shunran Dinas Ketahanan Pangan Dacrah Kabupaien Tapanul: Selatan
tahun 2021, didukung dengan dana sejumilah Rp. 4. 182.070.216,- vang terdin

dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.862.771.216.- dan Belanja Lanesung
s=ebesar Rp. 2.322.399.000.-. Yang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa. Belania
Hibah dan Belanja Modal Dibandingkan antara Belanja Lanpsung dengan
Belanja Tudak Langsung. maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai
Belanja Langsung. Program dan Regiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2021 sudab bisa terlaksans

dengan baik. Realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 3.971.185.402,- (94.89

o) terdini dari 5 program, 13 Kegiatan dan 27 kegiatan,

Dalam rangka pertangzungiawaban pencapaian kinerja Pelaksanaan
Program Tahun 202] pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten
Tapii

nuli Selatan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai
ukuran pencapaian sasaran penctapan Kinerja oleh Kepala Dinas dengan
Bupati dibuat Indikator Kinerja yvang harus dicapai. Indikator Dinas Ketahanan
Pangan Daerah KabupatenTapanuli Selatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja '
Tahun 2021
MNg Sasaran Indikator F o
Target | Realisasi '
Capaian .
" Meningkatnya Persentase Penanganan T
Kemampuan Desa Rawan Pangan (% 69 12,5 18,12
Pemenuhan _ L .
Kebutuhan Skor Pola Pangan = | ; ] —101 =
Pangan Dgerahy  Harapan '_ '
Penurunan  Konsumsi| | 1
Beras Per Kapita (%) i 0.76 76
“Jumiah Regulasi " .
] 1 100
Ketahanan Pangan




IKHTISAR EKSEKUTIF
_ |~ 52 |

Dalam  pesyeleipanrann permdrintil daeranl. e taly hoabinpea ke
Foparll Selatann berupaya menvelengaa ety peine prt e T dlerpary BEerr e
pudla pemernabinn varg badk (aood gaverpanoe) yang Besratae sl pada beasal
.-'r:-'l.-.'r arfented governtient) sesuai dengan ke ey, Oleh Joeresa i,
manaieimen pemesantnhoan vang perla chinmplementastkar adalab alkuritalnbivas
Lineria Akuntabilitas Kinerja sevidalinva harus menant vis, misi, tojuin dan
sasaran vang memiliki arah dan relok ulkur yang jelas  atas  rumusan
perefcanaan sirategis organisas: sehingga Sambarin hasil vang ngin dicapai
dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat dinjikan dan dundalkan

Laporan Kinerja Instans Pemmerintah (LKP) tahun 2021 im tidak hanya

sekedar alat akuntabilitas, tetapr juga sebagal sarana yang strategis uniuk

:.J'

-

mengevaluasi dini dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan Langkah
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il Dinas Ketahanan Pangsn Daerall RKabupaten Tapanull Selatan dapat

senanilasa melakukan perbaikan dalam mewuyjudkan  prakiek-prakiek

penyelenggaraan pemernntahan vang balk dan meningkatkan kualitas

pelavanan Publik. Dalam penyelengsaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun
2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021,

Perjanjian Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021.

Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indicator
kinerja sasaran, serta program cdan kegiatan vang bersifat operasional. La poran
Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 202] Dinas Ketahanan Pangan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan
Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnva
merupakan sistem manajemen outcoie

| onented vang dijadikan sebagai
mnstrument dalam mew

tiudkan instansi pemerintah

e ang akuntabel sehingga
at merj: ny

I enjalankan lungsinva secara efekuf efisien, transparan dan responsive
terhadap aspirasi publik. Implementasi |

AKIP di Kabupaten Tapanuli Selatan
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Prrsentase Peoanganan Desa Rawan Paigan Biss dilatakarn masih rendaly
capannva hal i dikarenakan
Fil

Nerbatasmya anggarn dan
-]

Terbatassva jumlah SDM dalam upava penanganan desa rawan pangan
¢

Masih rendahnva sinergitas lintas sektoral dalam penaganan desa raw an
Pangan

d. Baru selesainva buku FSVA 2021 di akhir desember 2021 sebagai bahan
pedoman OPD dalam penentuan kebijakan anggaran agar anggaran

lebil dinrahkan ke desa desa rawan panga yvang direkomendasikan di
buka FSVA 2021

2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan vang ditargetkan 79 setelah dilaksanakan survey
diperoleh realisasi dengan capaian Skor Pola Pangan Harapan B80.
Berdasarkan hal ini,dapat dikatakan bahwa realisasi melebihi target. Hal im
disebakan karena konsumsi pangan masvarakat yvang semalkin beragam,
bergizi, seimbang dan aman. Namun masih jauh dari angka ideal skor PPH
100. Pelaksanaan kegiatan penvediaan pangan berbasis sumber daya lokal
melalui Pekarangan Pagan Lestari sangat mendukung pola konsumsi

pangan masyvarakat yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman.

3. Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)

Pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan
konsumsi bahan pangan non beras. Pada hakekatnya faktor-faktor vang
mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan adalah sama dengan faktor

yang mempengaruhi konsumsi pangan vaitu sosial, budava, ekonomi,
pengetahuan, ketersediaan pangan dan lain-lain.



Dalam penvusunan laporan i tentunva masih banyvak kekurangan
maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan
vang konstruktif puna menvempumakan penyvusunan laporan diwaktu
mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas
bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaika
bermanfaat.

n. Semoga laporan ini

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Sglatan

EFRIDA YANTI PAKPAHAN,STP. MM
PEMBINA/IV.a
NIP. 197603192009042001
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m Loporan Kinerja |

nlans: pemerintah [LKjIP|
tngan Dacrah Kabupaten Tapanuli Sel

atan Tahun 202
tersusun dengan baik, schagnimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden  Republik Indonesin  Nomwor 29

Tahun 2014 Tentang Sistemn
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerininh

Loporan Kinerja Intansi Pemerintah |LKjIP]
Daerah  Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Perjanjihan

A

Dinas Ketahanan Pangan
2021 disusun bardasarkan
Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas public
pelaksanahan tugas dan fungsi seria Ptrnggunaana angparan kegiatan

selama tahun 2021, Laporan ini sebagai media informa
kinerja vang terukur

si publik atas capaian
vang di sajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja
secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas ketahanan
Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

akan berupaya memyempurnakan
kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi
sehingpa

diharapkan dimasa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat
lebih optimal.
Penvusunan laporan ini

bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabu paten Ta

mengindikasikan  tingkat

keberhasilan
berdasarkan indikator

panuli Selatan yang
pencapaian sasaran Strategis
indikator vang di letapkan. Penyvajian LKJIP ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanahan program dan kegia
untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientansi

fisien dan berkelanjutan

asaran pembangunan di
elatan.

tan
pada hasil, releven efektif,
di masa mendatang dalam upava mewujudkan

bidang urusan Pangan di Kabupaten Tapanuli
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